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KEBERADAAN PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS DENGAN SISTEM 
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PERSPEKTIF CYBER LAW1

2OHK�

1L�.HWXW�6XSDVWL�'KDUPDZDQ��3XWX�7XQL�&DNDEDZD�/DQGUD�

Ni Putu Purwanti2

ABSTRACT
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I.  PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Teknologi komunikasi berkembang 

sangat pesat dan menggelobal di seluruh 

dunia termasuk di Indonesia. Dunia tanpa 

batas, “ERUGHUOHVV� ZRUOG”, begitu sering 

dikemukakan untuk menggambarkan 

betapa cepat dan pesatnya teknologi itu 

berkembang serta memainkan peranan yang 

sangat penting terutama dalam teknologi 

komunikasi seperti:  menjadi penghubung 

antar individu,  kelompok komunitas juga 

korporasi dalam waktu yang amat cepat dan 

spektakuler tanpa harus menghadirkan pihak-

pihak yang berkomunikasi hadir berhadapan 

secara IDFH�WR�IDFH�   

Peran penting perkembangan teknologi 

informasi  dalam bidang korporasi tidak 

dapat dipungkiri pada gilirannya membawa 
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3 Edmon Makarim, 2012, 1RWDULV�	�7UDQVDNVL�(OHNWURQLN�

�.DMLDQ�+XNXP�WHQWDQJ�&\EHUQRWDU\�DWDX�(OHFWURQLF�

1RWDU\���37��5DMDJUD¿QGR�3HUVDGD��-DNDUWD��K����
4 ,ELG�
5 Jamin Ginting, 2007, +XNXP�3HUVHURDQ�7HUEDWDV��88�

1R�����7DKXQ������, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

h. v.
6 ,ELG�

konsekuensi berkaitan dengan aspek-aspek 

hukum yang melingkupinya. Di Indonesia, 

dalam kegiatan berbisnis para pelaku bisnis 

membuka dan menjalankan  bisnis mereka 

dengan berbagai bentuk-bentuk badan hukum 

salah satu yang menjadi pilihan paling dominan 

adalah berbentuk badan hukum Perseroan 

Terbatas (Perseroan). Dalam konteks ini, 

perkembangan teknologi  memainkan peran 

penting pendirian perseroan di berbagai 

daerah di Indonesia  saling memberikan 

keuntungan dan kemudahan terhadap satu 

sama lain. Kemajuan teknologi tersebut 

memudahkan kegiatan-kegiatan dan organ-

organ  yang berada dalam suatu perseroan 

berkomunikasi dan berinteraksi secara lebih 

H¿VLHQ�� FHSDW� GDQ� KHPDW�� 2OHK� NDUHQD� LWX��

komunikasi maupun proses kegiatan yang 

terjadi dalam suatu perseroan tidak hanya 

lagi berbasiskan sistem konvensional dengan 

tatap muka langsung dan di atas kertas saja, 

namun sudah melampau batas-batas wilayah 

bahkan negara   dengan memanfaatkan 

kecanggihan teknologi informasi. Di 

Indonesia pemanfaatan sarana teknologi 

untuk kepentingan pengembangan bisnis  

sudah  diakomodir pelaksanaannya oleh 

beberapa peraturan perundang-undangan.

 Dalam kehidupan sehari-hari, kegitan 

dengan menggunakan transaksi elektronik 

sebagai akibat dari pesatnya perkembangan 

teknologi banyak dipergunakan baik oleh 

masyarakat di Indonesia dengan masyarakat 

Indonesia di wilayah lainnya maupun 

hingga manca negara. Beralihnya transaksi 

konvensional dengan media kertas menjadi 

transaksi yang menggunakan sistem 

elektronik adalah suatu fakta3 yang sesuai 

dengan rekomendasi yang sejak lama 

telah diberikan dalam kesepakatan global 

dalam forum UNCITRAL (8QLWHG� 1DWLRQ�

&RPPLVVLRQ� RQ� ,QWHUQDWLRQDO� 7UDGH� Law) 

mengenai perlunya pengakuan nilai hukum 

pada suatu informasi dan/atau dokumen 

elektronik4. 

  Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebgaai 

pengganti ketentuan sebelumnya berisi 

penyempurnaan dan pembaharuan yang 

bersifat aspiratif, mengandung keadilan dan 

kebenaran yang mementingkan kepantingan 

rakyat dalam acuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.5 Diperbaruinya 

pengaturan mengenai perseroan hingga 

menjadi UUPT tidak terlepas dari tujuan 

peningkatan peran perseroan dalam 

pembangunan nasional dan landasan yang 

kuat bagi dunia usaha yang ingin dicapai 

dalam pesatnya perkembangan ekonomi 

di era globalisasi ini.6 UUPT adalah salah 

satu undang-undang yang mengakomodir 

pesatnya kemajuan teknologi informasi 

yang salah satunya adalah dimungkinkannya 

WHOHFRQIHUHQFH sebagai salah satu tata 

cara untuk menyelenggarakan Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam 

menghadiri RUPS, pemegang saham dapat 

datang sendiri maupun diwakilkan dengan 
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berdasarkan surat kuasa dan kemudian 

menggunakan hak suaranya sesuai dengan 

jumlah saham yang dimilikinya.7

 Dalam UUPT, pengaturan mengenai 

tempat diadakannya atau diselenggarakannya 

RUPS dapat ditemukan dalam ketentuan 

Pasal 76 dan Pasal 77. RUPS dalam suatu 

perseroan tidak hanya dapat dilakukan 

secara konvensional dimana seluruh 

pemegang saham harus berkumpul di suatu 

tempat dalam wilayah negara Republik 

Indonesia dan bertatap muka satu sama lain 

tetapi kini juga dapat dilakukan dengan 

media telekonferensi, video konferensi, 

atau sarana media elektronik lainnya yang 

memungkinkan semua peserta RUPS saling 

melihat dan mendengar secara langsung 

serta berpartisipasi dalam rapat (Pasal 77 

ayat 1 UUPT). Secara singkat,  RUPS dapat 

dilakukan dengan RQOLQH�V\VWHP�

Berdasarkan  ketentuan Pasal 77 (1) 

UUPT diketahui bahwa penyelenggaraan 

RUPS selain  dilakukan sesuai pada 

umumnya sebagaimana diatur dalam 

Pasal76, RUPS dapat juga dilakukan melalui 

media telekonferensi, video konferensi, 

atau sarana media elektronik lainnya yang 

memungkinkan semua peserta RUPS saling 

melihat dan mendengar secara langsung 

serta berpartisipasi dalam rapat meskipun 

tidak hadir berhadap-hadapan dalam suatu 

tempat pertemuan.

 Berkaitan dengan penyelenggaraan 

RUPS dengan cara non-konvensional 

tersebut, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UUITE) ditentukan bahwa informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik 

dan/atau hasil cetakannya merupakan alat 

bukti hukum yang sah, yang juga diatur 

dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik (PP 82/2012) yang 

merupakan peraturan pemerintah sebagai  

pelaksanaan beberapa pasal dari UUITE. 

Secara normatif,  RUPS dengan mekanisme 

WHOHFRQIHUHQFH� memang dimungkinkan 

berdasarkan ketentuan tersebut di atas.  Namun  

dalam realinya muncul permasalahan,  ketika 

RUPS dengan mekanisme WHOHFRQIHUHQFH 

sedang berlangsung acapkali   terjadi jaringan 

internet bermasalah atau system GRZQ��

sehingga RUPS dengan media teknologi ini 

tidak keseluruhannya berjalan sebagaimana 

yang diharapkan.  Seperti misalnya 

kewajiban dibuatnya risalah rapat bagi setiap 

RUPS dengan cara telekonferensi belum 

dibuat, sistem teknologi sudah mengalami 

gangguan.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang 

tersebut di atas, maka dapat dirumuskan  

permasalahan  sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan  

penyelenggaraan RUPS dengan 

telekonferensi melalui RQOLQH� V\VWHP 

pada suatu perusahaan yang berbentuk 

PT?

2. Bagaimanakah kedudukan pemegang 

saham dalam RUPS dengan sistem 

telekonferensi terkait jaringan 
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bermasalah (GRZQ) dalam perspektif 

F\EHU�ODZ?

����7XMXDQ�3HQHOLWLDQ�

1. Bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaturan mengenai 

penyelenggaraan RUPS dalam 

perseroan terkait dengan telekonferensi 

melalui RQOLQH�V\VWHP

2. Bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis kedudukan pemegang 

saham dalam RUPS dengan sistem 

telekonferensi ketika jaringan 

bermasalah (GRZQ) dalam perspektif 

F\EHU�ODZ.

������ 0(72'(�3(1(/,7,$1

Metode yang digunakan dalam  

penelitian ini adalah  metode penelitian hukum 

normatif, dengan pendekatan perundang-

undangan (VWDWXWH�DSSURDFK) serta  pendekatan 

konsep (FRQFHSWXDO� DSSURDFK��� Dalam 

penelitian ini bahan hukum yang diateliti 

meliputi:  Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UUITE), Peraturan Pemerintah No. 82 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 

dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012) serta 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini 

adalah terdiri dari berbagai buku, literatur, 

artikel dan bahan tertulis lainnya  yang pada 

dasarnya berusaha memberikan penjelasan 

bahan hukum primer. Analisis dilakukan 

secara deskriftif kualitatif.

II.  HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Pengaturan Mengenai 

Penyelenggaraan RUPS dalam 

Perseroan Terkait dengan 

Telekonferensi Melalui Online 

System

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 

(2) UUPT, organ perseroan terdiri dari 

tiga yaitu Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. 

Masing-masing organ dalam perseroan 

tersebut memiliki tugas dan kewenangannya 

tersendiri yang sudah ditentukan dalam 

UUPT.   Kewenangan yang dimiliki RUPS 

relative banyak salah satunya adalah 

kewenangan perubahan anggaran dasar 

ditetapkan oleh RUPS  berdasarkan Pasal 19 

ayat (1) UUPT.  Dalam UUPT, pengaturan 

khusus mengenai RUPS dapat ditemukan 

dalam Bab VI   ketentuan Pasal 75 hingga 

Pasal 91.    RUPS ada dua jenis yaitu RUPS 

tahunan8 dan RUPS lainnya.

RUPS lainnya ini dalam praktik 

sering juga dikenal sebagai RUPS luar 

biasa. Dalam bahasa inggrisnya yakni 

H[WUDRUGLQDU\�JHQHUDO�PHHWLQJ. Pelaksanaan 

dari RUPS lainnya ini berdasarkan ketentuan 

Pasal 78 ayat (4) UUPT dapat dilaksanakan 

setiap waktu sesuai dengan kebutuhan 

untuk kepentingan perseroan. Jika terdapat 

suatu permasalahan yang timbul mendadak 

dalam perseroan dan segera membutuhkan 

keputusan.9  Tata cara permohonan RUPS 

diatur dalam Pasal 79 UUPT .

8 Handri Raharjo, 2S�&LW, h. 94.
9 Hukum perseroan terbatas, 5DSDW� 8PXP� 3HPHJDQJ�

6DKDP� /XDU� %LDVD, diakses pada http://www.

hukumperseroanterbatas.com/tag/rups/, pada tanggal 

25 Oktober 2014
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Pada dasarnya RUPS dilakukan 

dengan cara konvensional yaitu semua 

pemegang saham dalam suatu perseroan 

GDWDQJ� EHUNXPSXO� VHFDUD� ¿VLN� SDGD� VXDWX�

tempat yang telah ditentukan. Berdasarkan 

ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) UUPT, 

diketahui bahwa di tempat kedudukan 

perseroan atau di tempat perseroan melakukan 

kegiatan usahanya yang utama sebagaimana 

ditentukan dalm anggaran dasar RUPS. Lebih 

lanjut ayat 3 dari Pasal 76 UUPT menentukan 

bahwa tempat RUPS (bagi perseroan 

atau perseroan terbuka (Pasal 76 ayat (2) 

UUPT) haruslah terletak di wilayah negara 

Republik Indonesia. RUPS tersebut pada 

dasarnya dapat diadakan dimanapun dengan 

memeperhatikan ketentuan yang dimaksud 

oleh Pasal 76 ayat (3) UUPT  jika semua 

pemegang saham hadir dan/atau diwakili 

dan semua pemegang saham menyetujui 

diadakannya RUPS dengan agenda tertentu 

dalam RUPS (Pasal 76 ayat (4) UUPT). 

Pasal 76 ayat (5) lebih lanjut menegaskan 

bahwa RUPS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) tersebut dapat mengambil keputusan 

jika suara bulat telah menyetujui keputusan 

tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan 

sebelumnya bahwa RUPS  juga dimungkinkan 

dilaksanakan dengan mempergunakan 

kecanggihan teknologi dan mempergunakan 

RQOLQH�V\VWHP�seperti misalnya telekonferensi 

berdasarkan Pasal 77 (1) UUPT yang 

mengatur Selain penyelenggaraan RUPS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, 

RUPS dapat juga dilakukan melalui media 

telekonferensi, video konferensi, atau 

sarana media elektronik lainnya yang 

memungkinkan semua peserta RUPS saling 

melihat dan mendengar secara langsung 

serta berpartisipasi dalam rapat. Juga diatur 

lebih lanjut bahwa   Setiap penyelenggaraan 

RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui 

dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS 

(Pasal 77 Ayat 4 UUPT). Berkaitan dengan 

persyaratan kuorum juga berkaitan dengan 

ketentuan Pasal  86, Pasal 88 maupun Pasal 

89  UUPT.

Terkait dengan penyelenggaran RUPS 

dengan media telekonferensi, berdasarkan 

Pasal 77 ayat (4) UUPT maka setiap 

penyelenggaraan RUPS tersebut wajib 

dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan 

ditandatangani oleh semua peserta RUPS. 

Adapun berdasarkan penjelasan pasal 

tersebut diketahui bahwa yang dimaksud 

dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah 

GLVHWXMXL�GDQ�GLWDQGDWDQJDQL�VHFDUD�¿VLN�DWDX�

secara elektronik.

Konsep WHOHFRQIHUHQFH��dapat dijelaskan 

sebagai pertemuan yang menggunakan basis 

elektronik secara langsung (live) di antara 

dua atau lebih partisipan manusia atau mesin 

yang dihubungkan dengan suatu sistem 

telekomunikasi yang biasanya berupa saluran 

telepon. 10 Terdapat dua jenis telekonferensi 

yakni: menggunakan  telekonferensi audio 

dan telekonferensi video Dengan mengacu 

pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT, maka 

indikasinya adalah media telekonferensi yang 

dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan 

10� 7HOHNRQIHUHQVL, diakses pada http://id.wikipidea.org/

wiki/Telekonferensi pada tanggal 26 Oktober 2014.
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RUPS sebagaimana diperkenankan UUPT 

merupakan telekonferensi dengan video 

(telekonferensi video/YLGHR�WHOHFRQIHUHQFH). 

Hal ini karena Pasal 77 ayat (1) UUPT 

mempersyaratkan bahwa media tersebut 

haruslah memungkinkan semua peserta 

RUPS tidak hanya saling melihat tapi 

juga mendengar secara langsung serta 

berpartisipasi dalam rapat melalui kata “dan” 

dalam pasalnya yakni “memungkinkan semua 

peserta RUPS saling melihat dan mendengar 

secara langsung serta berpartisipasi dalam 

rapat.” Dengan sistem teknologi komunikasi 

canggih para pemegang saham  dalam RUPS 

ini dapat secara live melihat dan mendengar 

satu sama lain serta berpartisipasi dalam 

rapat. Adapun salah satu kekhasan dari 

telekonferensi yang mempunyai suatu 

nuansa hukum adalah rapat dalam RUPS 

tersebut haruslah mempunyai dampak 

atau akibat hukum seperti misalnya rapat 

tersebut diselenggarakan guna memutuskan 

suatu permasalahan yang dituangkan dalam 

agenda rapat.11

1.2  Kedudukan Pemegang 

Saham dalam RUPS dengan Sistem 

Telekonferensi Terkait Jaringan 

Bermasalah (Down�� GDODP� 3HUVSHNWLI�

Cyber Law

Sebagaimana diatur ketentuan 

Pasal 77 UUPT bahwa penyelenggaraan 

RUPS dapat dilakukan dengan mekanisme 

telekonferensi, yang salah satu tujuannya 

guna mengatasi masalah jarak dan waktu 

11 Grace Wahyuni, Ibid, h. 13.

ketika melangsungkan RUPS, mekanisme 

tersebut  memungkinkan para pemegang 

saham dari berbagai lokasi yang berbeda 

untuk dapat melihat, mendengar dan 

berpartisipasi dalam RUPS secara langsung 

sebagaimana dilandasi   dalam ketentuan 

Pasal 77 UUPT.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 

(4) diketahui bahwa dalam pelaksanaan 

RUPS dengan media telekonferensi ini, i 

harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui 

dan ditandatangani oleh semua peserta 

RUPS. Dalam Penjelasan Pasal 77 ayat 

(4) UUPT diatur bahwa “Yang dimaksud 

dengan “disetujui dan ditandatangani” 

adalah disetujui dan ditandatangani secara 

¿VLN�DWDX�VHFDUD�HOHNWURQLN�´

 Sehubungan dengan ketentuan-

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 77 

UUPT yang memuat landasan hukum bagi 

diperbolehkannya RUPS dengan media 

telekonferensi agar dapat berkomunikasi 

secara live (misalnya dengan media internet 

RQOLQH� V\VWHP), dan khususnya berkaitan 

dengan Pasal 77 ayat (4) UUPT yang 

menentukan bahwa pada dasarnya RUPS 

tersebut diindikasikan sah asalkan salah 

satu syaratnya dibuatkan risalah rapat yang 

disetujui dan ditandatangani oleh semua 

SHVHUWD� 5836� EDLN� VHFDUD� ¿VLN� PDXSXQ�

elektronik, maka penting untuk mengetahui 

ketentuan yang tercantum dalam UUITE 

dan PP 82/2012 terkait tanda tangan 

elektroniknya.

� 'DODP� 88,7(� GH¿QLVL� \DQJ�

diberikan mengenai tanda tangan elektronik 

dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 
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angka (12), yaitu:

“Tanda Tangan Elektronik adalah 

tanda tangan yang terdiri atas 

Informasi Elektronik yang dilekatkan, 

terasosiasi atau terkait dengan 

Informasi Elektronik lainnya yang 

GLJXQDNDQ�VHEDJDL�DODW�YHUL¿NDVL�GDQ�

autentikasi.”

6HMDODQ�GHQJDQ�GH¿QLVL�WHUVHEXW��33���������

sebagai peraturan pelaksana beberapa 

ketentuan dalam UUITE juga memberikan 

GH¿QLVL�\DQJ�VHUXSD�PHQJHQDL�WDQGD�WDQJDQ�

elektronik pada Pasal 1 angka (19). Adapun 

berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PP 82/2012, 

tanda tangan elektronik ini mempunyai 

dua fungsi yaitu sebagai alat autentikasi 

GDQ�YHUL¿NDVL�DWDV�LGHQWLWDV�SHQDQGD�WDQJDQ�

dan keutuhan dan keautentikan informasi 

elektronik.

 Dengan adanya penjelasan yang 

diberikan oleh Pasal 77 ayat (4) UUPT 

dimana keharusan membuat risalah 

RUPS telekonferensi wajib disetujui dan 

ditandatangani oleh semua peserta RUPS 

yang dapat dilakukan melalui tanda tangan 

elektronik, dapat dikatakan hal tersebut 

sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) UUITE 

yang pada dasarnya mengemukakan bahwa 

tanda tangan elektronik memiliki kekuatan 

dan akibat hukum yang sah dengan syarat 

memenuhi persyaratan tertentu. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) 

UUITE, maka ketentuan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 11 ayat (1) juga dapat ditemukan 

secara serupa dalam Pasal 53 ayat (2) PP 

82/2012. Ketentuan mengenai tanda tangan 

elektronik dalam PP 82/2012 ini diatur secara 

lebih detail daripada UUITE dalam Bab V 

PP 82/2012 yang berjudul Tanda Tangan 

Elektronik yang dimulai dari ketentuan Pasal 

52 hingga 58.

 Tidak dipungkiri lagi dengan 

berkembangnya kecanggihan teknologi 

dewasa ini telah menyebabkan secara 

pasti banyak pergeseran perbuatan hukum 

secara konvensial menjadi modern seperti 

misalnya RUPS yang tidak hanya dapat 

diselenggarakan secara konvensional tapi 

kini bisa juga dengan media telekonferensi 

dengan bantuan perangkat komputer atau 

laptop dengan jaringan internetnya yang 

memungkinkan para pemegang saham 

berjauhan lokasi dapat secara langsung 

melihat dan mendengar serta berpartisipasi 

dalam rapat. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) 

UUITE serta Pasal 1 angka (2) PP 82/2012, 

diketahui bahwa transaksi elektronik pada 

dasarnya adalah perbuatan hukum yang 

dilakukan dengan menggunakan komputer, 

jaringan komputer dan/atau media elektronik 

lainnya.  Transaksi elektronik tersebut 

juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 

bertukar informasi yang menggunakan 

komunikasi elektronik yang bertujuan guna 

melaksanakan suatu perbuatan hukum 

tertentu.12 Jaminan keamanan terhadap suatu 

komunikasi tersebut sangatlah diperlukan 

dan mempunyai syarat:13

12 Edmon Makarim, 2S�FLW, h. 45.
13 ,ELG��h. 46.
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1.� $XWKHQWLFLW\� yaitu keauntentikan 

pesan;

2.� $XWKRUL]DWLRQ yaitu otorisasi 

kewenangan;

3.� &RQ¿GHQWLDOLW\�yaitu kerahasiaan pesan 

yang dikomunikasikan;

4.� ,QWHJULW\� yaitu keutuhan pesan yang 

dikomunikasikan;

5�� $YDLODELOLW\�yaitu ketersediannya; dan

6.� 1RQ�UHSXGLDWLRQ� yaitu tidak dapat 

disangkal.

(OHFWURQLF� VLJQDWXUHV� atau HOHFWURQLF�

DXWKHQWLFDWLRQ merupakan metode autentikasi 

secara elektronik yang memfasilitasi 

kesemua syarat tersebut.14

 

Dengan mencermati ketentuan Pasal-

Pasal tersebut di berkaitan dengan  kedudukan 

pemegang saham dalam RUPS  dengan 

sistem telekonferensi,dapat dikemukakan 

bahwa pihak pemegang saham akan memiliki 

kedudukan hukum sah sebagai pihak 

yang memiliki hak suara sepanjang dapat 

membuktikan bahwa  yang bersangkutan 

telah dihitung keikutsertaannya, dan 

harus dibuatkan risalah yang disetujui dan 

ditandatangani oleh semua peserta RUPS 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 

77 Ayat (3( dan (4) UUPT. Dalam konteks 

&\EHUODZ, khususnya berdasarkan UUITE 

dan PP 82/2012, tentu saja penghitungan 

keikutsertaannya serta tandatangan dilakukan 

melalui media teleconference.  Dalam 

hal ini ini pemegang saham yang berada 

ditempat yang terpisah dapat mengirimkan 

tanda tangannya secara elektronik setelah 

14� ,ELG�

berkomunikasi dengan teleconference saling 

melihat dan mendengar antara pemegang 

saham yang berada di tempat terpisah 

dengan tempat dimana dipusatkannya 

penyelenggaraan RUPS tersebut.

Sarana teknologi internet tidak 

selamanya dapat diakses dengan baik dari 

seluruh penjuru wilayah, dalam kenyataannya 

terkadang, bahkan seringkali pada tempat-

WHPSDW�\DQJ�ZLOD\DK�GHPRJUD¿Q\D�EHUEXNLW�

bukit kendalanya seringkali jaringan internet 

tidak stabil.   Dalam kaitannya dengan RUPS 

dengan menggunakan sarana WHOHFRQIHUHQFH��

bisa ketika RUPS sedang berlangsung 

jaringan mengalami permasalahan (V\VWHP�

GRZQ��

Sebagaimana telah dijabarkan dalam 

Bab II sebelumnya, pada dasarnya yang 

dimaknai sebagai F\EHU� ODZ�adalah seluruh 

aspek yang memiliki kaitan baik itu dengan 

subjek hukum atau orang perorangan yang 

basisnya menggunakan dan memanfaatkan 

teknologi yang semakin canggih yakni 

berupa internet yang mulainya pada saat 

online dan memasuki dunia maya. Konsep 

ini sesuai dengan yang telah dijelaskan 

sebelumnya dimana telekonferensi sebagai 

sarana RUPS dalam kajian ini adalah dengan 

menggunakan jaringan internet dimana 

secara RQOLQH� V\VWHP dengan menggunakan 

aplikasi (misalnya VN\SH) mempermudah 

para pemegang saham yang lokasi berjauhan 

untuk dapat secara langsung (live) melihat 

dan mendengar serta berpartisipasi dalam 

suatu rapat perseroan tersebut. 

Kecanggihan teknologi seperti 

misalnya penyelenggaraan RUPS 
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suatu perseroan dengan telekonferensi 

menggunakan internet (RQOLQH�V\VWHP) tidak 

dapat dipungkiri mampu menghemat dan 

mempermudah para pemegang saham dengan 

lokasi berjauhan mengambil keputusan. 

Akan tetapi, secanggih-canggihnya teknologi 

yang diciptakan manusia pasti mempunyai 

celah kelemahan. Seperti misalnya dalam 

praktek penyelenggaraan RUPS dengan 

telekonferensi menggunakan internet bisa 

saja terjadi suatu keadaan dimana jaringannya 

tersebut bermasalah atau GRZQ�� Dengan 

adanya kelemahan dari teknologi tersebut 

maka bisa saja muncul dalam praktek RUPS 

dengan telekonferensi ini yang seharusnya 

dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan 

ditandatangani oleh semua peserta RUPS 

ternyata belum sempat ditandatangani secara 

elektronik (dan misalnya belum terkirim 

melalui email oleh semua peserta RUPS 

akibat jaringan GRZQ��

Terkait pemasalahan yang menyangkut 

penyelenggaraan RUPS dengan cara 

telekonferensi dan telekonferensi tersebut 

terganggu misalnya risalah rapatnya 

EHOXP� VHPSDW� GLWDQGDWDQJDQL� VHFDUD� ¿VLN�

atau elektronik oleh semua peserta RUPS 

sehingga muncul pertanyaan bagaimanakah 

kedudukan pemegang saham dalam RUPS 

tersebut jika adanya jaringan bermasalah 

(GRZQ), UUPT tidak mengatur hal tersebut , 

dalam konteks ini dapat dikemukakan terjadi 

kekosongan hukum.  Dengan mencermati  

ketentuan   Pasal 77 UUPT dapat diketahui 

UUPT hanya mengakomodir perkembangan 

zaman dan kecanggihan teknologi yang ada 

dengan memungkinkannya pelaksanaan 

RUPS dengan telekonferensi akan tetapi 

tidak mengatur ketentuan EDFN� XS� jika 

seandainya ketentuan Pasal 77 ayat (4) 

yang merupakan salah satu pengindikasian 

suatu RUPS telekonferensi sah (yaitu harus 

disetujui dan ditandatangani (baik secara 

¿VLN�DWDX�GDSDW�MXJD�VHFDUD�HOHNWURQLN��ROHK�

semua peserta RUPS) belumlah terpenuhi. 

Melalui hal tersebut dapatlah dikemukakan 

bahwa telah ditemukan adanya suatu norma 

kosong terkait permasalahan ini. Dalam 

prakteknya dapat timbul suatu keraguan 

mengenai apakah RUPS telekonferensi yang  

sudah disetujui oleh semua peserta RUPS 

dengan media teleconference pada awalnya 

, serta sudah ada penandatanganan yang 

dikirim secara elektronik, tetapi pada saat 

akhir pembuatan risalah RUPS belum sempat 

ditandatangani  karena jaringan internet   

atau tidak ada akses internet yang dapat 

menghubungkan antara pemegang saham 

yang berada di tempat terpisah dengan pusat 

penyelenggaraan RUPS.

Dengan adanya norma kosong 

terkait permasalahan di atas, penelitian ini 

akan coba mengkaji hal tersebut dengan 

ketentuan lainnya yang dapat ditemukan 

baik itu dalam UUPT maupun UUJN guna 

mengindikasikan dan mencari solusi atas 

permasalahan tersebut. Indikasi pertama 

yang akan dipergunakan guna mencari 

jalan atas permasalahan tersebut adalah 

dengan menghubungkan ketentuan Pasal 

���8837�\DQJ�VSHVL¿N�PHQJDWXU�PHQJHQDL�

RUPS telekeonferensi dengan ketentuan 

UUPT lainnya yang mengatur ketentuan 

terkait kewajiban pembuatan risalah RUPS  
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sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UUPT 

yaitu:

“(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah 

RUPS wajib dibuat dan ditandatangani 

oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 

(satu) orang pemegang saham yang 

ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila 

risalah RUPS tersebut dibuat dengan 

akta notaris.” 

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 

ayat (2) UUPT tersebut pada dasarnya 

dapat dikemukakan bahwa RUPS yang 

diselenggarakan pada umumnya  tidak 

mempermasalahkan apabila kewajiban 

pembuatan risalah RUPS bagi setiap RUPS 

tidak ditandatangani sekalipun oleh ketua 

rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang 

pemegang saham yang ditunjuk dari dan 

oleh peserta RUPS (sebagaimana ditentukan 

dalam ayat (1)) asalkan persyaratan berupa 

risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta 

notaris dapat terpenuhi. Berarti dalam 

penyelenggaraan RUPS dalam konteks 

konvensional, kedudukan dan keberadaan 

pemegang saham tetap diperhitungkan 

sebagai subjek yang secara sah memiliki hak 

suara meskipun tidak membubuhkan tanda 

tangan asalkan risalah RUPS tersebut dibuat 

dengan akta notaris, serta hal tersebut tidak 

mempengaruhi keabsahan pelaksaan RUPS. 

Sehubungan dengan adanya norma 

kosong, maka secara metodologis, teknik 

analisis bahan hukum yang dapat digunakan 

adalah analis dengan teknik konstruksi, 

yaitu pembentukan konstruksi yuridis 

dengan melakukan analogi dan pembalikan 

proposisi (DFRQWUDULR).15 Oleh karena itu, 

jika ketentuan Pasal 90 ayat (2) UUPT 

dianalogikan dan dipergunakan guna 

mengatasi ketentuan Pasal 77 ayat (4) 

UUPT (mengenai kewajiban pembuatan 

risalah rapat yang tidak hanya disetujui 

WDSL� MXJD� KDUXV� GLWDQGDWDQJDQL� �HQWDK� ¿VLN�

atau elektronik) oleh semua peserta RUPS) 

dalam kaitannya dengan jaringan internetnya 

GRZQ maka dapat diindikasikan tidak ada 

masalah jika para peserta RUPS dalam 

RUPS telekonferensi tersebut belum sempat 

menandatangani risalah rapat itu (baik 

secara atau elektronik) dan oleh karenanya 

melalui tehnik analogi hukum dapat 

dikemukakan bahwa kedudukan pemegang 

saham yang berada di tempat terpisah dan 

belum sempat membubuhkan ataupun 

mengirimkan tandatangan baik secara lisan 

maupun elektronik  terkait risalah RUPS, 

tetap berkedudukan sebagai subjeek hukum 

yang sah menghadiri RUPS dan dianggap 

memiliki hak suara dalam menentukan 

risalah RUPS sepanjang Risalah RUPS 

dilakukan dengan Akta Notaris. Dengan kata 

lain, RUPS tersebut tetaplah sah asalkan 

persyaratan risalah RUPS tersebut dibuat 

dengan akta notaris terpenuhi sebagaimana 

ditentukan Pasal 90 ayat (2) UUPT. 

 Indikasi kedua yang dapat 

dipergunakan untuk mencari solusi atas 

pemasalahan jaringan GRZQ�sedangkan dalam 

15 Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2013, 

3HGRPDQ� 3HQXOLVDQ� 8VXODQ� 3HQHOLWLDQ� 7HVLV� GDQ�

3HQXOLVDQ� 7HVLV� 3URJUDP� 6WXGL� 0DJLVWHU� �6��� ,OPX�

+XNXP��Denpasar, h.32.
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RUPS telekonferensi misalnya semua peserta 

rapat belum sempat menandatangani risalah 

rapat sebagaimana disyaratkan Pasal 77 ayat 

(4) UUPT adalah dengan mencoba melihat 

kepada UUJN. Berdasarkan ketentuan Pasal 

1 angka (7) UUJN yang dimaksud dengan 

akta notaris adalah akta otentik yang dibuat 

oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk 

dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. 

Terdapat dua macam atau golongan akta 

notaris yakni:16

1. Akta UHODDV�Akta pejabat/Akta yang 

dibuat oleh notaris

Akta yang dibuat notaris yang berisikan 

uraian dari notaris suatu tindakan yang 

dilakukan atas suatu keadaan yang 

dilihat atau disaksikan oleh notaris 

misalnya akta berita acara/risalah 

RUPS suatu perseroan, akta pencatatan 

bundel dan lainnya.

2. Akta SDUWLM/Akta yang dibuat di 

hadapan notaris

Akta yang dibuat di hadapan notaris 

yang berisikan uraian dari apa yang 

diceritakan atau diterangkan oleh para pihak 

yang menghadap kepada notaris, contohnya 

adalah perjanjian kredit.

Berdasarkan hal tersebut dapat 

dikemukakan bahwa akta relaas adalah jenis 

akta dari RUPS dengan cara telekonferensi 

dimana keterangan notaris dalam wujud akta 

RUPS telekonferensi ini keabsahannya dapat 

dipastikan meskipun para pihak tidak sempat 

memberikan tanda tangannya17 (misalnya 

secara elektronik) pada akta karena jaringan 

internet sedang GRZQ� namun akta notaris 

yang membuat berita acaranya tersebutlah 

yang nantinya akan menjadi suatu akta 

yang otentik dan mempunyai pembuktian 

sempurna. Hal ini karena akta relaas adalah 

akta yang dibuat oleh notaris sehingga berita 

acara dalam RUPS telekonferensi yang 

termasuk dalam jenis akta ini mempunyai 

celah dimana para pihak dimungkinkan 

untuk tidak menandatanganinya asalkan 

kewajiban ditandatangani oleh notaris 

sebgai pejabat yang membuat akta tersebut 

terpenuhi.18 Hal tersebut dapat dipergunakan 

guna mengindikasikan bahwa sebenarnya 

RUPS dengan media telekonferensi yang 

menghadapi hambatan dimana jaringannya 

GRZQ dan semua peserta rapat belum 

sempat menandatangani risalah rapatnya 

�EDLN� VHFDUD� ¿VLN� DWDXSXQ� HOHNWURQLN��

menjadi tidak bermasalah dan sah asalkan 

dibuatkan akta notarisnya yang dalam hal 

ini merupakan bagian dari akta relaas yang 

bahkan sesungguhnya tidak masalah jika 

tidak ditandatangani oleh para pihak asalkan 

syarat wajib ditandatangani oleh notaris 

sebagai pejabat pembuat akta itu terpenuhi.

III    SIMPULAN & SARAN

��� 6LPSXODQ

Berdasarkan penjabaran yang telah 

diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat 

dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai penyelenggaraan 

RUPS dalam perseroan terkait dengan 

16� $O¿� 5HQDWD��$NWD� 1RWDULV, diakses pada http://www.

hukumonline.com/klinik/detail/cl1996/akta-notaris.
17 Grace Wahyuni, 2S�FLW, h. 35 18 ,ELG�

Vol. 4, No. 1 : 190 - 202



201

Magister Hukum Udayana •  Mei 2015

ISSN 2302-528X
Jurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)

telekonferensi melalui RQOLQH� V\VWHP 

diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat 

(1) sampai (4) UUPT yang pada 

intinya mengatur bahwa RUPS dengan 

telekonferensi dapat dilakukan, 

yang mana melalui  mekanisme 

telekonferensi  memungkinkan semua 

peserta rapat untuk saling melihat 

dan mendengar satu sama lain serta 

berpartisipasi dalam rapat.

2. Kedudukan pemegang saham 

dalam RUPS dengan mekanisme 

telekonferensi yang mengalami  

jaringan bermasalah (GRZQ), tetap 

diakui  hak suaranya sepanjang  dibuat 

dengan risalah RUPS yang dibuat 

dengan akta notaris. 

2. Saran

Guna menciptakan dan menjamin 

adanya kepastian hukum  terutama bagi 

pelaku bisnis dalam kegiatan korporasi dapat 

diajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan  ke depannya pemerintah 

beserta badan legislative dapat 

membuat ketentuan yang secara 

lebih detail lagi mengatur mengenai 

penyelenggaraan RUPS dengan media 

telekonferensi. Hal ini karena meskipun 

perkembangan teknologi amatlah pesat 

dan canggih, namun dalam prakteknya 

pasti terdapat celah kelemahan yang 

juga perlu untuk diperhitungkan dan 

diatur dalam ketentuan-ketentuan 

peraturan perundang-undangan  

untuk mengatasinya agar tidak hanya 

mengakomodir perbuatan hukum baru 
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